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Nomor 06 Tahun 2009 

 
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA 

NOMOR  06 TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA 
 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG MAHA  ESA 
 

WALIKOTA   SAMARINDA, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap 
Peraturan Daerah Kota Samarinda, dan untuk 
kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan secara 
berdaya guna dan berhasil guna serta menciptakan 
ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan kerja 
Pemerintah Kota Samarinda, maka Perda Kota 
Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu diadakan 
penyempurnaan dan penyesuaian terhadap ketentuan 
yang berlaku dibidang pembinaan dan pelaksanaan 
tupoksi PPNS ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 
1959 tentang Penetapan Undang-Undang  Darurat 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 352) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820) ; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 56; Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3041) ; 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4168) ; 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389) ; 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4493) yang telah ditetapkan terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844) ; 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) ; 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3547) ; 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 
Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737) ; 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741) ; 
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11. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
Nomor : M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang 
Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2003 
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 

13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 
M.04.PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ; 

14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota 
Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA 

 
dan  

 
WALIKOTA  SAMARINDA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA 

TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI 
SIPIL (PPNS) DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
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BAB  I 
 

KETENTUAN  UMUM 
 

Pasal  1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :dengan 

1. Daerah adalah Daerah Kota Samarinda 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara 
Republik Indonesia 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah 
Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Walikota adalah Walikota Samarinda. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda. 

6. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris 
Daerah Kota Samarinda selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 
berbentuk Sekretariat Daerah yang karena kedudukannya sebagai 
Pejabat Pembina Pegawai Negeri Sipil  di daerah dan sekaligus bertindak 
selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai 
tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan 
kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah. 

7. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai 
unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah Kota Samarinda yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat 
DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan 
Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi 
masing-masing. 


